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Nafiz Ananda. Desember 2024. KEDUDUKAN PENYIDIK BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELAKUKAN RAZIA
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Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman. Pembimbing:
Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Berdasarkan data dari Indonesia Drug Report 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat
Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN),
menunjukkan bahwa terdapat prevalensi penduduk usia 15-65 tahun yang terpapar
narkoba mencapai 4,8 juta jiwa pada tahun 2021. Permasalahan narkoba telah
menjadi isu kompleks yang hingga saat ini perlu mendapatkan penanganan yang
sistematis dan komprehensif dari Pemerintah beserta aparat penegak hukum.
Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya) tentu memiliki dampak yang
sangat negatif apabila disalahgunakan oleh masyarakat awam yang tidak tahu akan
bahaya yang dapat ditimbulkan dari konsumsi narkoba. Khususnya efek kecanduan
atau ketergantungan yang disebabkan oleh obat-obatan ini tidak hanya dapat
membahayakan nyawa individu namun juga orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi,
permasalahan narkoba ini sebenarnya tidak hanya sebatas kepada peredaran
narkoba itu sendiri, namun juga termasuk adanya obat-obatan terlarang itu sendiri.
Dalam rangka mengatasi peredaran narkoba yang semakin masif, Pemerintah
kemudian membentuk lembaga - lembaga khusus yang berwenang dalam
pengawasan dan peredaran narkoba seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BNN (Badan Narkotika Nasional)
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang ditugaskan untuk
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan
adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Sedangkan
BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) merupakan lembaga yang bertugas
untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Namun, keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan potensi overlapping
kewenangan antar lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terutama
dalam konteks razia narkoba. Meskipun pada prinsipnya setiap lembaga memiliki
tugas dan wewenang masing-masing yang telah ditentukan oleh Pemerintah pada
saat pembentukannya, sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam fungsi
pengawasan terhadap obat-obatan tentunya tidak menutup kemungkinan apabila
suatu saat ketika BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan razia
terhadap obat-obatan terlarang justru bersinggungan langsung dengan kasus tindak
pidana narkotika. Oleh karena itu, perlu adanya kajian khusus secara komprehensif
terkait apa saja yang termasuk dalam ranah tugas dan kewenangan BPOM (Badan
Pengawas Obat dan Makanan) dan BNN (Badan Narkotika Nasional), khususnya
dalam hal ketika terjadi peristiwa razia narkotika agar tidak menimbulkan
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terjadinya overlapping dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing
lembaga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian
preskriptif. Tipe penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum
dengan mengadakan identifikasi terhadap pengertian—pengertian pokok atau dasar
dalam hukum terhadap subjek hukum, objek hukum peritiwa hukum, dan hubungan
hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan
Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual
approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum
primer, sekunder, maupun tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang
digunakan peneliti untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara studi kepustakaan terhadap sumber bahan-bahan hukum yang relevan
dengan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Pertama, untuk mengetahui apakah
Penyidik Balai Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan dalam
merazia obat-obatan terlarang. Kedua, untuk mengetahui apakah terdapat
perbedaan kewenangan antara Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan Badan
Narkotika Nasional dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan terlarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang

diteliti sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat dikatakan berwenang untuk
merazia narkotika ketika narkotika tersebut merupakan kelompok napza yang
ada pada sarana importir, produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan
(Apotek, Rumah Sakit, dan Balai Pengobatan) yang melanggar ketentuan
ambang batas kuota narkotika yang diperbolehkan untuk kepentingan medis
atau melanggar kepatuhan administratif. Tugas dan wewenang BPOM pada
prinsipnya lebih berfokus pada pengawasan administratif dan pengendalian
produk legal yang berpotensi disalahgunakan, contohnya seperti narkotika dan
obat-obatan tertentu yang berpotensi membahayakan manusia apabila tidak
digunakan sesuai fungsinya. Sedangkan, BNN memiliki kewenangan penuh
dalam penegakan hukum pidana terkait kejahatan narkotika, yang mencakup
proses penyidikan, penangkapan, penahanan, dan proses hukum bagi pelaku
tindak pidana narkotika.

2. Kolaborasi antara BPOM dengan BNN telah diakomodir dengan adanya Nota
Kesepahaman tanggal 28 Februari 2017 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Secara
umum, kedua lembaga tersebut diperbolehkan untuk berkolaborasi dengan
lembaga-lembaga lain yang relevan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Kepala Badan Narkotika
Nasional. Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi
Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran
Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.



ABSTRAK

Nafiz Ananda. Desember 2024. KEDUDUKAN PENYIDIK BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELAKUKAN RAZIA
TERHADAP NARKOTIKA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman. Pembimbing:
Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Permasalahan narkoba telah menjadi isu kompleks yang hingga saat ini perlu
mendapatkan penanganan yang sistematis dan komprehensif. Dalam rangka
mengatasi peredaran narkoba, Pemerintah kemudian membentuk lembaga —
lembaga khusus yang berwenang dalam pengawasan dan peredaran narkoba seperti
Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM). Namun, keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan potensi
overlapping kewenangan antar lembaga dalam konteks razia narkoba. Meskipun
BPOM merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi peredaran obat-
obatan, namun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sering kali
bersinggungan dengan kasus narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan dan
kewenangan penyidik BPOM dalam melakukan razia terhadap narkotika.

BPOM berwenang untuk merazia narkotika yang termasuk dalam kelompok napza
yang ada pada sarana importir, produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan yang
melanggar ketentuan ambang batas kuota yang diperbolehkan untuk kepentingan
medis atau melanggar kepatuhan administratif. BPOM lebih berfokus pada
pengawasan administratif dan pengendalian produk legal yang berpotensi
disalahgunakan. Sedangkan, BNN memiliki kewenangan penuh dalam penegakan
hukum pidana terkait kejahatan narkotika, yang mencakup proses penyidikan,
penangkapan, penahanan, dan proses hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika.
BPOM dan BNN dapat berkolaborasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Secara umum, kedua lembaga tersebut diperbolehkan untuk berkolaborasi dengan
lembaga-lembaga lain yang relevan dengan pemberantasan peredaran narkotika.

Kata kunci: BPOM, kewenangan penyidik, narkotika
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